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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 24 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  

PADA PEMERINTAH DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dana bantuan operasional sekolah merupakan 

bagian program pemerintah pusat untuk penyediaan 

pendanaan biaya operasional bagi satuan pendidikan 

yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik;  

b. bahwa dana bantuan operasional sekolah sebagai bagian 

dana transfer ke daerah pada pemerintah provinsi perlu 

dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan dan bertanggungjawab yang merupakan 

bagian dari pengelolaan keuangan daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan 

Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah 

Daerah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH 

PADA PEMERINTAH DAERAH. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya 

disingkat Dana BOS adalah program Pemerintah Pusat 

untuk penyediaan pendanaan biaya operasi 
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nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar, satuan 

pendidikan khusus dan satuan pendidikan menengah 

yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik. 

2. Pengelolaan Dana BOS adalah keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan dan penganggaran Dana BOS, 

pelaksanaan Dana BOS, penatausahaan Dana BOS, 

pelaporan Dana BOS, pertanggungjawaban Dana BOS 

dan pengawasan Dana BOS. 

3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau 

wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah 

pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan 

pengelolaan keuangan daerah. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah Dinas Pendidikan Provinsi 

dan/atau Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan 

pendidikan pada Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. 

6. Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Satdik 

adalah kelompok layanan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal terdiri 

dari Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan 

Menengah, dan Satuan Pendidikan Khusus. 

7. Satuan Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut 

Satdikdas adalah jenjang pendidikan pada jalur 

pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan 

menengah, yang diselenggarakan pada Satdik berbentuk 

sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat serta 

menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada 

Satdik yang berbentuk sekolah menengah pertama atau 

bentuk lain yang sederajat. 

8. Satuan Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut 

Satdikmen adalah jenjang pendidikan pada jalur 

pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan 

dasar, berbentuk sekolah menengah atas, sekolah 
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menengah kejuruan, dan atau bentuk lain yang 

sederajat. 

9. Satuan Pendidikan Khusus yang selanjutnya disebut 

Satdiksus adalah pendidikan bagi peserta didik yang 

memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses 

pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, 

sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat 

istimewa. 

10. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Dana BOS yang 

diselanjutnya disingkat RKAS Dana BOS adalah 

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 

program dan kegiatan sekolah yang dibiayai dari Dana 

BOS. 

11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah 

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 

program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang 

diperlukan untuk melaksanakannya. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah, dan ditetapkan dengan 

peraturan daerah. 

13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau 

yang disebut dengan nama lain adalah Perda provinsi 

dan Perda kabupaten/kota. 

14. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut 

Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan 

bupati/wali kota. 

15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 

sebagai bendahara umum daerah. 

16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA 

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
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anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

SKPD yang dipimpinnya. 

17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas 

sebagai BUD. 

18. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa 

untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 

19. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang 

selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang 

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 

20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

21. Bendahara Khusus Pengelolaan Dana BOS yang 

selanjutnya disebut Bendahara Dana BOS adalah PNS 

yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

untuk keperluan belanja Dana BOS pada Satdik. 

22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah 

dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap 

SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 

anggaran oleh PA. 

23. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya 

disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang 

bersumber dari Dana BOS antara Pemerintah Daerah 

dengan penerima hibah. 

24. Penerimaan Dana BOS adalah uang yang masuk ke 

Rekening Satdik. 

25. Surat Pengesahan Pendapatan Transfer yang selanjutnya 

disingkat SP2T adalah dokumen yang diterbitkan oleh 

BUD untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan 

transfer yang tidak melalui rekening kas umum daerah. 
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